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ABSTRAK  

Implementasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan di Instituto Nacional da 

Administração Pública (INAP) Timor-Leste 

Belarmino da Costa 

Belarm897@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan merupakan instrumen strategis 

dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur sipil negara. Di Timor-

Leste, kebijakan ini dilaksanakan oleh Instituto Nacional da Administração Pública 

(INAP) sebagai lembaga pengembangan kompetensi aparatur negara. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan di INAP serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui 

wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terhadap 10 informan yang 

terdiri atas pimpinan INAP, pejabat pelatihan, dosen, dan peserta pelatihan. Analisis 

data menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang 

menekankan enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, 

komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial dan politik, 

serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif 

kebijakan telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Dekret-Lei No. 38/2012 dan 

Dekret-Lei No. 25/2016. Namun, implementasinya belum optimal karena standar 

belum teroperasionalisasi dalam kurikulum, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, 

komunikasi antar organisasi yang belum sistematis, serta pengaruh dinamika sosial-

politik dan variasi komitmen pelaksana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan 

standar kompetensi, peningkatan kapasitas sumber daya, perbaikan koordinasi antar 

instansi, serta internalisasi komitmen pelaksana guna mewujudkan implementasi yang 

lebih efektif dan berkelanjutan. 

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelatihan Kepemimpinan, INAP, Aparatur Sipil 

Negara, Timor-Leste. 
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ABSTRACT  

Policy Implementation of leadership Training at the National Institute  

of public Administration (INAP) Timor-Leste 

Belarmino da Costa 

Belarm897@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

The implementation of leadership training policies is a strategic instrument in 

increasing the capacity and professionalism of the state civil apparatus. In Timor-Leste, 

this policy is implemented by the National Institution of Public Administration (INAP) 

as a competency development institution for state apparatus. This study aims to analyze 

the implementation of leadership training policies at INAP and identify factors that 

affect the effectiveness of its implementation. The research uses a qualitative approach 

with a descriptive method through in-depth interviews, documentation studies, and 

observations of 10 informants consisting of INAP leaders, training officials, lecturers, 

and trainees. The data analysis used the Van Meter and Van Horn policy 

implementation model which emphasized six variables, namely policy standards and 

objectives, resources, communication between organizations, characteristics of 

implementing agents, social and political conditions, and implementing dispositions. 

The results of the study show that normatively the policy already has a clear legal basis 

in Decree-Lei No. 38/2012 and Decree-Lei No. 25/2016. However, the implementation 

is not optimal because the standards have not been operationalized in the curriculum, 

limited resources and facilities, communication between organizations that has not 

been systematic, as well as the influence of socio-political dynamics and variations in 

implementation commitments. This study recommends strengthening competency 

standards, increasing resource capacity, improving coordination between agencies, and 

internalizing implementation commitments to realize more effective and sustainable 

implementation. 

Keywords: Policy Implementation, Leadership Training, INAP, State Civil Apparatus, 

Timor-Leste. 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A.  Latar Belakang 

Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) Timor-Leste 

memegang peranan penting pada mendukung pengembangan sumber daya 

manusia pada sektor publik. Menjadi Organisasi yang berkualitas atas pelatihan 

serta pendidikan pegawai negeri, INAP di tuntut untuk menyampaikan pelatihan 

yang berkualitas guna menaikkan kapasitas kepemimpinan para aparatur 

negara. Kebijakan pelatihan kepemimpinan menjadi salah satu prioritas yang 

diimplementasikan untuk membangun pemimpin yang kompeten, inovatif, serta 

mampu menghadapi tantangan pemerintahan terkini. 

Pengembangan kapasitas aparatur negara di Timor-Leste memiliki dasar 

hukum yang jelas. Decret-Lei No. 38/2012 menegaskan bahwa seluruh jenis 

pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan kewajiban dan hak dalam 

rangka meningkatkan kompetensi birokrasi. Selanjutnya, Decret-Lei No. 

25/2016, khususnya pasal 5 ayat (2), menempatkan pelatihan kepemimpinan 

sebagai syarat mutlak bagi PNS yang akan atau sedang menduduki jabatan 

struktural. Kedua regulasi ini menegaskan posisi strategis Instituto Nacional da 

Administraçᾶo Pública (INAP) sebagai lembaga penyelenggara utama pelatihan 

kepemimpinan. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut 

masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana pelatihan 

kepemimpinan yang diselenggarakan INAP benar-benar mendukung kualitas 

kepemimpinan birokrasi di Timor-Leste. 

 Kepemimpinan yang efektif merupakan salah satu elemen kunci dalam 

keberhasilan organisasi publik. Seseorang pemimpin yang baik bisa mengambil 

keputusan strategis, mengelola sumber daya secara efisien, dan menciptakan 

komunikasi yang efektif dengan aneka macam pemangku kepentingan 

(Northouse 2022; LAN RI 2022). Pada Timor-Leste, masih terdapat 

kesenjangan yang signifikan dalam kapasitas kepemimpinan para pegawai 

negeri, terutama dalam merespons tantangan globalisasi, modernisasi teknologi, 
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dan  meningkatnya tuntutan rakyat terhadap kualitas layanan publik (UNDP 

2020; World Bank 2021). Rendahnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan 

juga mencerminkan perlunya reformasi sistem pelatihan dan pengembangan 

kapasitas pegawai di sektor publik. 

Selain itu, keberhasilan pelatihan kepemimpinan juga sangat dipengaruhi 

sang kualitas fasilitator atau pengajar. Pengajar atau estruktur yang mempunyai 

kompetensi tinggi serta pengalaman praktis di bidang kepemimpinan sangat 

dibutuhkan buat mendukung proses pembelajaran yang efektif (Silitonga 2021). 

Namun, faktor lain yang turut melemahkan efektivitas pelatihan ialah 

kurangnya partisipasi aktif dari pegawai negeri. Hal ini terjadi sebab aneka 

macam alasan, mirip minimnya bonus buat mengikuti pembinaan, jadwal kerja 

yang padat, serta persepsi bahwa materi pelatihan tidak selalu relevan dengan 

tugas serta tanggung jawab mereka (LAN RI 2022; World Bank 2021). 

Akibatnya, pelatihan yang didesain dengan baik sering kali tidak memberikan 

dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas kepemimpinan peserta. 

Pada sisi kebijakan, Decret No. 25/2016 yang menjadi landasan hukum 

pelatihan kepemimpinan perlu dikaji ulang buat memastikan relevansinya 

dengan konteks ketika ini. Perubahan lingkungan strategis, seperti kemajuan 

teknologi digital dan kebutuhan akan rapikan kelola pemerintahan yang lebih 

transparan, menuntut adanya pembaruan dalam kerangka kebijakan yang 

mendukung pelatihan kepemimpinan. Tanpa adanya penilaian dan penyesuaian 

kebijakan, pelatihan yang dilakukan berpotensi tidak memenuhi harapan pada 

membangun pemimpin yang adaptif serta visioner. 

 Pada rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, 

dan adaptif terhadap tantangan pemerintahan modern, pelatihan kepemimpinan 

artinya salah satu instrumen kebijakan strategis yang diadopsi sang aneka 

macam negara, termasuk Indonesia serta Timor-Leste. Di Indonesia, sistem 

pelatihan telah berkembang secara sistematis di bawah koordinasi Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) melalui kebijakan pelatihan struktural mirip 
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Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), pengawas (PKP), dan Nacional 

(PKN), dan pembinaan teknis dan fungsional (LAN RI, 2020). 

Kebijakan pelatihan ini bertujuan untuk  memperkuat kapasitas manajerial 

serta kepemimpinan birokrasi, dan mendukung reformasi birokrasi dan 

pelayanan publik yang berkualitas (LAN RI, 2022). Pelatihan kepemimpinan 

secara spesifik di untuk menyiapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar memiliki 

kompetensi strategis, integritas, serta kemampuan menuntaskan permasalahan 

organisasi secara sistematis dan inovatif (Kementerian PANRB, 2018). 

Tetapi, efektivitas pelatihan tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaannya, 

melainkan juga oleh akibat nyata terhadap perubahan kinerja individu juga 

organisasi. Indikator keberhasilan pembinaan meliputi perubahan sikap kerja, 

implementasi proyek perubahan, peningkatan efisiensi dan inovasi, dan 

kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik (LAN RI, 2021). 

Sayangnya, banyak sekali studi memberikan bahwa pelatihan sering kali 

belum berdampak efektif. Contohnya, yang akan terjadi penelitian memberikan 

masih adanya kesenjangan antara materi pelatihan dan kebutuhan jabatan, 

lemahnya tindak lanjut asal instansi dari peserta, serta tidak efektifnya 

penerapan hasil pelatihan pada kantor (Sutrisno, 2019; Ridwan, 2020). Dalam 

konteks negara berkembang mirip Timor-Leste, tantangan serupa bahkan lebih 

kompleks. Selain keterbatasan infrastruktur serta sumber daya manusia, 

pelatihan tak jarang masih bersifat formalitas dan belum terintegrasi pada sistem 

karier dan evaluasi kinerja pegawai. 

INAP Timor-Leste menjadi forum pelatihan Nasional mempunyai mandat 

penting dalam menentukan kompetensi pegawai negeri, berdasarkan Decret No. 

25/2016, pasal 5 ayat. 2. Penyelenggaraan jabatan pimpinan oleh pegawai negeri 

sipil mensyaratkan telah menyelesaikan dengan baik pelatihan kepemimpinan 

dan manajemen tingkat tinggi di bidang administrasi publik, sebagaimana 

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam pelatihan pegawai negeri (2. O 

exercício de cargo de direção por funcionário público exige a conclusão com 

aproveitamento do curso de direção superior e liderança na Administração 
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Pública, conforme definido pela instituição competente para a formação na 

Função Pública). PNS diwajibkan mengikuti pelatihan menjadi syarat 

menduduki jabatan tertentu, termasuk pembinaan kepemimpinan. Namun dalam 

praktiknya, implementasi kebijakan ini menghadapi aneka macam hambatan, 

seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, tidak konsistennya partisipasi, 

serta belum adanya sistem evaluasi berkelanjutan terhadap yang akan terjadi 

pembinaan (INAP, 2023). 

Agar pembinaan kepemimpinan bisa berjalan efektif, diperlukan pendekatan 

yang menyeluruh, mulai dari perencanaan kebijakan berbasis kebutuhan, desain 

kurikulum kontekstual, metode pembelajaran partisipasi, hingga sistem monitor 

serta penilaian dampak. Hal ini tidak hanya sebagai tanggung jawab INAP, 

namun jua memerlukan dukungan berasal kementerian teknis, pemimpin 

instansi, dan peserta pelatihan kepemimpinan itu sendiri. 

Sesuai kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi kebijakan pembinaan kepemimpinan pada INAP Timor-Leste, 

dengan memakai pendekatan kualitatif serta teori implementasi kebijakan. 

Penelitian ini diperlukan bisa mengidentifikasi faktor-faktor penunjang dan 

penghambat aplikasi pelatihan, serta memberikan rekomendasi yang relevan 

untuk peningkatan kualitas pembinaan serta pelayanan publik di masa 

mendatang. 

Teori Kepemimpinan Situasional (Hersey serta Blanchard, 1969), yang 

menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada kemampuan 

pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya sinkron menggunakan 

situasi serta tingkat kematangan bawahan. Pada konteks pelatihan 

kepemimpinan, teori ini relevan untuk menciptakan rencana yang adaptif 

terhadap kebutuhan serta konteks lingkungan kerja pegawai negeri. Selain itu, 

Teori Pembelajaran Dewasa (Knowles, 1980) menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang berfokus pada pengalaman dan kebutuhan mudah lebih 

efektif untuk orang dewasa. Hal ini mendukung perlunya pendekatan berbasis 

perkara pada pelatihan  kepemimpinan. 
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Penelitian terdahulu juga menyampaikan gambaran penting. Brown serta 

Posner (2001) menemukan bahwa pelatihan partisipasi lebih efektif dalam 

menaikkan keterampilan kepemimpinan. Selain itu, Dubois & Rothwell (2004) 

menekankan pentingnya pendekatan berbasis kompetensi dalam pengembangan 

sumber daya manusia, yang relevan untuk  merancang pelatihan di INAP Studi 

oleh Ali & Magalhaes (2020) di Timor-Leste membagikan bahwa keberhasilan 

pelatihan sangat bergantung pada relevansi materi dengan tantangan lokal dan 

dukungan kebijakan yang memadai. Dengan latar belakang ini, penelitian ini 

bertujuan untuk menyampaikan penilaian menyeluruh terhadap implementasi 

kebijakan pelatihan kepemimpinan di Instituto Nacional da Administraçᾶo 

Pública (INAP). 

Dorongan/imbas berasal globalisasi berpengaruh terhadap pemerintah 

Timor-Leste, di mana perlunya kualitas sumber daya manusia sebagai akibatnya 

perlu mempertinggi kualitas sumber daya manusia pegawai negeri yang 

profesional serta kompeten agar dapat melaksanakan pemerintah serta 

pembangunan secara efektif serta efisien demi terwujudnya pembangunan 

Nacional sesuai Constitusi República Democrática de Timor-Leste (RDTL), 

pasal 6, ayat 1, huruf (e), untuk memajukan pembangunan suatu masyarakat 

yang berlandaskan keadilan sosial, memakai mewujudkan kesejahteraan lahir 

dan batin warga negara. 

Prinsip dari pembangunan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi 

secara universal ditujukan pada seluruh warga Timor-Leste dan secara spesifik 

ditujukan kepada seluruh pegawai negeri Timor-Leste. Berdasarkan 

menggunakan inisiatif peningkatan kualitas sumber daya manusia maka secara 

hukum telah disahkan pada Undan-Undan No. 08 tahun 2004 wacana pokok-

pokok kepegawaian, pasal 49 huruf (h), yang mengatur mengenai hak setiap 

pegawai negeri: Untuk mengikuti kursus atau pelatihan yang berhubungan 

dengan tugas dan jabatan, dan untuk menaikkan pada aneka macam jenis 

kualifikasi”. Hal ini adalah tekad dan komitmen serta misi dari pada INAP 

Timor-Leste, sebagai akibatnya tujuan daripada upaya peningkatan kualitas 



 

6 
 

pegawai negeri yang profesional dan kompeten diperlukan akan tercapai secara 

efektif serta efisien. 

Kebijakan implementasi pelatihan kepemimpinan Instituto Nacional da 

Administraçᾶo Pública (INAP). Tujuan menaikkan kemampuan manajemen 

kepemimpinan pegawai negeri, menggunakan harapan bisa membentuk 

birokrasi yang profesional, inovatif, serta responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Kebijakan ini diatur pada Decret Lei no. 25/2016, yang mewajibkan 

pegawai negeri untuk mengikuti pelatihan menjadi bagian berasal 

pengembangan kompetensi mereka dan salah satu persyaratan/ kewajiban bagi 

pegawai negeri sebelum menduduki jabatan.  

Program kewajiban bagi pegawai negeri sebelum menduduki jabatan, ini 

didesain untuk mencakup banyak sekali aspek, seperti pengambilan keputusan 

strategis, manajemen perubahan, serta komunikasi efektif. Tetapi, implementasi 

kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Meski tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai telah kentara, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh 

keterbatasan sumber daya manusia, ke tidak sesuai materi pelatihan baik dari 

dosen dalam arti dosen yang ada di Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública 

(INAP) ada yang latar belakang pendidikan jurusan tidak sama dengan materi 

pelatihan yang diajarkan, dengan kebutuhan aktual, dan rendahnya partisipasi 

dari pegawai negeri yang menjadi sasaran program. 

Terdapat beberapa celah pada implementasi kebijakan pelatihan 

kepemimpinan di Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP). Salah 

satunya adalah kurangnya integrasi antara kebijakan pelatihan dengan 

kebutuhan organisasi, sehingga materi pelatihan sering kali dianggap kurang 

relevan. Selain itu, minimnya dukungan dari manajemen puncak dan hambatan 

budaya organisasi pula menjadi faktor penghambat yang signifikan. Ini 

menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai bagaimana kebijakan 

pelatihan kepemimpinan dapat diimplementasikan secara efektif agar bisa 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. “Implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara supaya sebuah kebijakan mampu mencapai tujuannya. 
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Banyak teori implementasi kebijakan yang bisa dijadikan contoh, tetapi dalam 

tulisan ini hanya membahas 5 teori, yaitu: teori (R 2016) 

Lebih lanjut, implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pada 

Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) juga tidak lepas dari 

tantangan struktural yang dihadapi oleh birokrasi Timor-Leste secara 

keseluruhan, mirip masih kuatnya praktik birokrasi patrimonium, lemahnya 

sistem merit, dan terbatasnya budaya penilaian serta akuntabilitas. Hal ini 

membagikan perlunya upaya strategis untuk memperkuat sistem pelatihan, baik 

dari sisi perencanaan, pelaksanaan, sampai monitor dan penilaian, supaya 

pelatihan kepemimpinan benar-sahih dapat membentuk pemimpin birokrasi 

yang mampu mendorong transformasi pelayanan publik di Timor-Leste. 

Implementasi kebijakan pendidikan dan pembinaan (Diklat) adalah suatu 

proses pembelajaran dalam organisasi yang menunjuk pada perubahan sikap 

serta perilaku pegawai memenuhi cita-cita kualifikasi kerja dan tuntutan 

perkembangan organisasi baik internal juga eksternal. Menaikkan pengetahuan, 

ketrampilan, serta perilaku untuk  dapat melakukan tugas jabatan secara 

profesional menggunakan dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri sesuai 

kebutuhan instansi masing-masing, memantapkan sikap serta semangat 

pengabdian yang berorientasi dalam pelayanan, pengayoman/cara dan 

pemberdayaan masyarakat, menciptakan kesamaan visi serta dinamika pola 

pikir. Mengingat sebab kedudukan pegawai dalam sebuah organisasi sangat 

penting, maka pemerintah Timor-Leste mengeluarkan peraturan pemerintah/ 

Decret No.:38/2012 Artigo1º Objectivos. 

“1. A formação contínua e desenvolvimento dos funcionários públicos são 

requisitos fundamentais para uma função pública produtiva e que atenda às 

metas do Programa de Governo. 

1. Reforçar a capacidade da Função Pública requer uma abordagem sistemática 

e planeada para a formação e desenvolvimento da força de trabalho da 

função pública.  

2. 3.São objectivos das actividades de formação e desenvolvimento: 

a. Melhorar a qualidade da prestação de services 

b. Melhorar a qualidade da gestão e liderança; 

c. Promover a melhoria contínua das atitudes e comporta-mentos dos 

funcionários públicos; 
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d. Apoiar as reformas e mudanças organizacionais; e 

e. Habilitaros funcionários públicos para o exercício de funções de maior 

responsabilidade” 

 

Sesuai Decret Lei ini menyatakan program pelatihan kepemimpinan 

diprioritaskan bagi pegawai negeri yang sudah menduduki jabatan dan pegawai 

negeri lain yang dinilai memiliki kemampuan perlu mengikuti pelatihan 

kepemimpinan sebelum dipromosikan menduduki jabatan tertentu. Instituto 

Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) telah merumuskan kebijakan 

pelatihan kepemimpinan yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi 

penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan ini 

meliputi aspek-aspek seperti perencanaan, program, penilaian, serta 

pengembangan program pelatihan dan sertifikasi. 

Pengembangan kemampuan pegawai dengan adanya Peraturan Pemerintah 

(PP) tersebut menyampaikan fokus di kualitas pegawai negeri untuk selalu 

meningkatkan kapasitas/kualitas diri yaitu menggunakan mengikuti diklat. 

Pelatihan kepemimpinan merupakan suatu proses yang berlangsung seumur 

hayati, sepanjang kegiatan insan, yang dilakukan secara sadar. Proses pelatihan 

menjadi proses pembelajaran tidak berhenti atau selesai sehabis tamat sekolah 

atau pendidikan formal. Setiap yang kita lakukan mengandung unsur belajar. 

Apa yang kita pikirkan serta lakukan dimasa lalu, apa yang kita pikirkan dan 

lakukan pada waktu ini dan apa yang kita pikirkan dan rencanakan untuk masa 

mendatang, semuanya memberikan proses belajar. Selama ini kita tidak melihat 

atau menduga hal itu sebagai suatu “pengalaman belajar” atau suatu ”situasi 

belajar” sebab pemahaman kita wacana belajar atau proses pelatihan (diklat) 

sudah dibatasi dengan pandangan sempit, yaitu identik menggunakan sekolah 

atau pelatihan di dalam kelas (in the class room pelatihan). 

Dalam Undang-Undang Kepegawaian República Democrática de Timor-

Leste ( UU Kepegawaian Pemerintah Timor-Leste ) No. 8 Tahun 2004 pada 

pasal 3 menjelaskan bahwa;“Funsionáriu Públiku, hanesan ema ne’ebé hetan 

rekrutamentu no nomeasaun ba pozisaun permanente ida iha Administrasaun 

Públika nian, hodi hetan devér no direitu oioin rasik, banati ba regulamentu 
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sira n`ebé la’o hela (Pegwai nwgeri adalah orang yang direkrut dan dicalonkan 

pada suatu jabatan tetap dalam administrasi publik, dengan mendapatkan segala 

macam kewajiban dan hak berdasarkan peraturan yang sedang berlaku ). 

“Decreto-Lei No 25 /2016 Regime Dos Cargos De Direção E Chefia Na 

Administração Pública Artigo 2.º Cargos de direção e chefia 1. São cargos 

de direção ou de chefia aqueles a que corres ponde o exercício de 

actividades de gestão em serviços e organismos públicos e são exercidos em 

comissão de serviço por funcionários públicos ou agentes da Administração 

Pública. 2. São cargos de direção: a) Diretor-Geral; b) Diretor Nacional; c) 

Diretor Municipal. 3. São cargos de chefia: a) Chefe de Departamento; b) 

Chefe de Secção”. 

 

Dan berdasarkan judul serta penerangan pada latar belakang yang sanggat 

luas peneliti akan mempersempitkan ruang lingkup penelitian, maka peneliti 

penekanan pada implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan. Serta intinya 

total pegawai negeri di pemerintah Timor-Leste hingga saat ini 34, 673, yang 

menduduki jabatan dari kategori jabatan yang ada di pemerintah Timor-Leste 

dengan jumlah, 3.527 serta selama tiga tahun dari 2022-2024, peserta yang ikut 

pelatihan kepemimpinan hanya 150 peserta?, sesuai hasil peneliti dan observasi 

saya selama ini, sebab intinya saya lihat pegawai negeri yang duduki jabatan 

dari jenis jabatan yang ada di pemerintah Timor-Leste itu banyak, tapi satu 

tahun INAP memberikan pelatihan kepemimpinan cuma 50 orang/peserta 

berarti dalam 3 tahun Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública  (INAP) 

memberikan pelatihan kepemimpinan hanya kepada 150 peserta, maka bagi 

penulis pelatihan kepemimpinan sekarang belum berjalan dengan efektif di 

Timor-Leste terutama Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) 

menjadi implementasi pelatihan.  
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Berikut tabel; 1.1 Yang menampilkan data jumlah pegawai negeri Timor-

Leste, yang menduduki jabatan, dan peserta pelatihan kepemimpinan dari tahun 

2022-2024: 

Kategori Jumlah Informasi 

Total Pegawai Negeri 34, 673 Seluruh pegawai negeri pada 

Timor-Leste. 

Pegawai yang 

Menduduki Jabatan 

3,527 Pegawai negeri yang memiliki 

posisi/jabatan. 

Peserta pelatihan 

Kepemimpinan (2022) 

50 Peserta pelatihan kepemimpinan 

kepala departemen pada tahun 

2022. 

Peserta Pelatihan 

Kepemimpinan (2023) 

50 Peserta pelatihan  kepemimpinan 

Direktur Jenderal di tahun 2023. 

Peserta pelatihan  

Kepemimpinan (2024) 

50 Peserta pelatihan kepemimpinan 

Direktur Nacional pada tahun 

2024. 

Total Peserta (2022–

2024) 

150 Total peserta pelatihan 

kepemimpinan selama tiga 

tahun. 

Sumber, data dari CFP dan INAP. 

Tabel ini membagikan bahwa hanya sebagian sedikit berasal pegawai yang 

duduk pada jabatan sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan selama periode 

2022–2024. 

Pentingnya pelatihan kepemimpinan peningkatan kualitas kepemimpinan 

pada sektor publik merupakan berita penting pada upaya membentuk tata kelola 

pemerintahan yang baik. Pelatihan kepemimpinan sebagai salah satu instrumen 

strategis untuk  mencapai tujuan tadi, di Timor-Leste, di Instituto Nacional da 

Administraçᾶo Pública (INAP) mempunyai peran sentral dalam 

menyelenggarakan program-program pelatihan bagi pegawai negeri  

Pelatihan kepemimpinan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi 

pula artinya investasi jangka panjang untuk menaikkan kinerja organisasi. 

Melalui pelatihan, pegawai negeri diharapkan bisa mengembangkan kompetensi 

kepemimpinan yang mencakup kemampuan pengambilan keputusan, 

komunikasi efektif, kepemimpinan tim, penemuan, dan etika kerja yang tinggi. 
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Kompetensi-kompetensi ini sangat diperlukan untuk  menghadapi tantangan 

yang semakin kompleks dalam global kerja terbaru. 

Tujuan pelatihan kepemimpinan di Instituto Nacional da Administraçᾶo 

Pública (INAP)Timor-Leste, Secara umum, tujuan pelatihan kepemimpinan di 

Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) untuk: 1. Meningkatkan 

kapasitas kepemimpinan pegawai negeri pada seluruh strata. 2. Menghasilkan 

karakter pemimpin yang berintegritas, visioner, serta bisa membawa perubahan 

positif. 3. Menyesuaikan kompetensi pegawai negeri menggunakan kebutuhan 

organisasi serta tuntutan masyarakat. 4. Memperkuat budaya organisasi yang 

berorientasi pada kinerja serta pelayanan publik. 

Masalah antara kebutuhan dan kenyataan, meskipun Instituto Nacional da 

Administraçᾶo Pública (INAP) sudah menyelenggarakan banyak sekali agenda 

pelatihan kepemimpinan, tetapi masih terdapat gap antara kebutuhan 

kompetensi kepemimpinan dengan capaian yang sudah ada. Beberapa penelitian 

memberikan bahwa masih banyak pegawai negeri yang belum mempunyai 

kompetensi kepemimpinan yang memadai, terutama dalam hal penemuan, 

kepemimpinan perubahan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini 

menandakan bahwa pelatihan yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif 

pada menjawab tantangan yang dihadapi oleh organisasi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Untuk implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pada Instituto 

Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP), terdapat beberapa kendala utama 

yang berkaitan dengan kebijakan, yaitu: 

1. Kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat 

Tidak semua pemimpin instansi memberikan perhatian serius terhadap 

pelaksanaan pelatihan kepemimpinan, sehingga kebijakan kurang 

memperoleh legitimasi politik dan administratif yang kuat. 

2. Kendala regulasi dan aturan yang belum memadai 
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Aturan pelaksanaan pelatihan sering kali belum jelas, tumpang tindih, atau 

tidak mencakup kebutuhan nyata pegawai, sehingga membatasi ruang 

lingkup dan efektivitas kebijakan. 

3. Ke tidak sesuaian kebijakan pelatihan dengan kebutuhan pegawai 

Materi dan kurikulum pelatihan sering tidak sinkron dengan kebutuhan 

kompetensi kepemimpinan di lapangan, sehingga pelaksanaan kebijakan 

kurang relevan. 

4. Dinamika politik yang memengaruhi konsistensi kebijakan 

Pergantian kepemimpinan dan arah politik menyebabkan kebijakan 

pelatihan tidak berjalan konsisten, sehingga menurunkan keberlanjutan 

implementasi. 

5. Kurangnya mekanisme insentif dan sertifikasi kebijakan 

Kebijakan belum memberikan insentif yang jelas bagi peserta maupun 

pengakuan formal (sertifikasi) yang kuat, sehingga mengurangi motivasi 

pegawai untuk mengikuti pelatihan. 

Akar persoalan pada implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan di 

Timor-Leste terutama Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) 

bersifat multidimensional dan saling terkait. Untuk mengatasi masalah ini 

dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan aneka macam pihak 

terkait. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk  mengidentifikasi solusi yang 

paling tepat serta efektif pada konteks spesifik. Duduk perkara-dilema tadi 

menyampaikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program 

pelatihan kepemimpinan di Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública 

(INAP). Beberapa dampak utama mencakup: 

1. Penurunan efektivitas program pelatihan, program pelatihan tidak bisa 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mirip peningkatan kompetensi 

kepemimpinan peserta. 

2. Rendahnya kinerja organisasi, kendala pada pelatihan kepemimpinan 

berdampak langsung di kualitas pengambilan keputusan, koordinasi, dan 

pelayanan publik sang pegawai negeri.  
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3. Pemborosan sumber daya, investasi pada program pelatihan menjadi kurang 

efektif karena hasil yang dicapai tidak sebanding menggunakan biaya yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

4. Penurunan motivasi dan partisipasi, pegawai negeri sipil yang tidak melihat 

manfaat eksklusif asal pelatihan cenderung kehilangan motivasi untuk 

berpartisipasi pada program serupa di masa mendatang. 

Dari latar belakang serta identifikasi permasalahan yang diuraikan 

sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

mengambil judul “Implementasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan di 

Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) Timor-Leste” Study 

kasus di Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP), Avenida Nicolao 

Lobato, Comoro Dili Timor-Leste. Penelitian ini peneliti mencoba meneliti 

bagaimanakah implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan yang di 

selenggarakan oleh Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) dan 

bisa berjalan menggunakan efektif. 

 

C. Rumusan Permasalahan 

1. Mengapa implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan di Instituto 

Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) belum berjalan efektif? 

2. Bagaimana strategi implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan di 

Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) supaya berjalan 

efektif? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor  penyebab implementasi kebijakan 

kepemimpinan pada Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP)  

belum berjalan efektif.  

2. Untuk menyusun strategi implementasi kebijakan kepemimpinan di 

Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) supaya berjalan 

efektif. 



 

14 
 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dengan judul “implementasi kebijakan pelatihan 

kepemimpinan di Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) Timor-

Leste: studi kasus di Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP), 

Avenida Nicolao Lobato, Comoro Dili Timor-Leste” diharapkan mampu 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak baik secara akademis maupun praktis 

berikut pihak-pihak yang bermanfaat:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Manfaat akademis memberikan kontribusi kepada pemuntuk  kebijakan 

untuk  teliti dalam menulis kebijakan.  

b. Memberikan donasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya pada bidang manajemen sumber daya manusia dan 

pengembangan organisasi.  

2. Manfaat Praktis  

a. Menyampaikan rekomendasi kepada Instituto Nacional da 

Administraçᾶo Pública (INAP) untuk perbaikan program pelatihan. 

b. Mempertinggi efektivitas pelatihan kepemimpinan di Instituto Nacional 

da Administraçᾶo Pública (INAP). 

c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pelatihan 

kepemimpinan pada tingkat Nacional. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelatihan 

kepemimpinan di Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) Timor-Leste 

serta merumuskan strategi implementasi yang dapat meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan kebijakan tersebut. Analisis dilakukan menggunakan teori 

implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam 

aspek utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar 

organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, serta 

lingkungan kebijakan. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan 

pelatihan kepemimpinan di Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) 

telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Decree-Lei No. 38/2012 dan 

Decreto-Lei No. 25/2016, namun implementasinya belum sepenuhnya mencapai 

tujuan yang diharapkan. Berbagai kendala masih ditemukan pada aspek kurikulum, 

sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, kapasitas organisasi, komitmen 

pelaksana, serta dukungan lingkungan kebijakan. Temuan tersebut menunjukkan 

adanya kesenjangan antara ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan 

pelaksanaannya di lapangan. 

Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini merumuskan sejumlah strategi 

implementasi kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan 

Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) dalam menyelenggarakan 

pelatihan kepemimpinan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi 

yang diusulkan difokuskan pada penguatan enam aspek  implementasi kebijakan 

sesuai dengan kerangka teori Van Meter dan Van Horn. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan di Instituto Nacional da 

Administraçᾶo Pública (INAP) Timor-Leste belum berjalan secara efektif. 
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Analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa 

terdapat berbagai kendala pada enam aspek  implementasi kebijakan. 

Pertama, pada aspek  standar dan tujuan kebijakan, ditemukan bahwa meskipun 

kebijakan telah memiliki dasar hukum yang jelas, belum tersedia kurikulum 

pelatihan kepemimpinan yang terstandar berdasarkan jenjang jabatan sehingga 

tujuan kebijakan belum diterjemahkan secara operasional. 

Kedua, pada aspek  sumber daya, masih terdapat keterbatasan jumlah dosen, 

fasilitator, modul pelatihan, serta sarana dan prasarana yang mendukung 

pelaksanaan program pelatihan. 

Ketiga, pada aspek  Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan, 

koordinasi antara INAP dan kementerian/lembaga pengguna aparatur sipil 

negara belum berjalan secara efektif sehingga perencanaan dan pelaksanaan 

pelatihan belum terintegrasi secara baik. 

Keempat, pada aspek Karakteristik Badan/Agen Pelaksana, kapasitas 

kelembagaan INAP masih memerlukan penguatan, khususnya dalam 

pengelolaan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 

Kelima, pada aspek  Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, faktor politik, 

perubahan kebijakan pemerintahan, dan keterbatasan dukungan kelembagaan 

turut mempengaruhi pelaksanaan program pelatihan kepemimpinan.   

Keenam, pada aspek  Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, komitmen pelaksana 

kebijakan secara umum cukup baik, namun belum didukung oleh sistem 

penghargaan, pengembangan karier, dan retensi dosen yang memadai. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasinya di 

lapangan, sehingga diperlukan strategi implementasi yang lebih terarah dan 

berkelanjutan.  
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Strategi Implementasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan di INAP 

Timor-Leste  

Berdasarkan hasil penelitian, strategi kebijakan yang dapat dipertimbangkan 

oleh Pemerintah Timor-Leste dan INAP adalah sebagai berikut: 

1. Penguatan Standar dan Tujuan Kebijakan 

INAP perlu menyusun dan menetapkan Kurikulum Nasional Pelatihan 

Kepemimpinan yang berbasis kompetensi dan disesuaikan dengan empat 

jenjang jabatan struktural, yaitu: 

a. Pelatihan Kepemimpinan Kepala Seksi;  

b. Pelatihan Kepemimpinan Kepala Departemen;  

c. Pelatihan Kepemimpinan Direktur Nasional;  

d. Pelatihan Kepemimpinan Direktur Jenderal.  

Kurikulum tersebut perlu dilengkapi dengan standar kompetensi lulusan, 

modul pelatihan, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi yang 

terintegrasi. 

2. Penguatan Sumber Daya 

INAP perlu menetapkan Standar Dosen Pelatihan Kepemimpinan 

berdasarkan jenjang pelatihan yang diajarkan. 

Selain itu, perlu dibentuk kebijakan yang mewajibkan dosen untuk: 

a. Menyusun modul pelatihan;  

b. Menulis artikel ilmiah;  

c. Melakukan penelitian;  

d. Mengembangkan bahan ajar.  

Sebagai bentuk penghargaan, dosen diberikan sistem angka kredit, 

insentif akademik, dan kesempatan promosi jabatan. 

3. Penguatan Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan 

INAP perlu membangun Forum Koordinasi Nasional Pengembangan 

Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang melibatkan kementerian, lembaga 

pemerintah, dan pemerintah daerah. 
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Selain itu, perlu dikembangkan sistem informasi pelatihan yang 

terintegrasi untuk mendukung perencanaan kebutuhan pelatihan secara 

nasional. 

4. Penguatan Karakteristik Badan/Agen Pelaksana 

INAP perlu memperkuat struktur organisasi yang menangani pelatihan 

kepemimpinan melalui peningkatan kapasitas unit pelatihan, penguatan 

fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi program. 

Selain itu, perlu dibentuk unit khusus yang bertanggung jawab terhadap 

pengembangan kurikulum dan standar mutu pelatihan. 

5. Penguatan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) perlu 

mengembangkan sistem penghargaan dan pengembangan karier bagi dosen 

dan pelaksana program pelatihan. 

Kebijakan tersebut dapat berupa: 

a. Tunjangan kinerja akademik;  

b. Penghargaan dosen berprestasi;  

c. Kesempatan studi lanjut;  

d. Kesempatan mengikuti pelatihan internasional.  

6. Penguatan Disposisi atau Sikap Para Pelaksana 

Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) perlu memperluas 

kerja sama dengan berbagai institusi nasional dan internasional, termasuk 

lembaga pelatihan pemerintah, universitas, dan lembaga pengembangan 

sumber daya manusia. 

Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada: 

1. Pengembangan kurikulum;  

2. Pertukaran dosen;  

3. Benchmarking;  

4. Penelitian bersama;  

5. Pengembangan sistem pelatihan modern.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Instituto Nacional da Administraçᾶo Pública (INAP) 

INAP diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengembangan pelatihan 

kepemimpinan dan penguatan kapasitas kelembagaan. 

2. Bagi Pemerintah Timor-Leste dan Comiçᾶo da  Funçᾶo Pública (CFP) 

Pemerintah Timor-Leste melalui Comiçᾶo da  Funçᾶo Pública (CFP) 

memiliki komitmen  untuk menyusun kebijakan turunan yang menjadi 

lanjutan pelaksanaan pelatihan tingkat; pelatihan tingkat Kepalah Seksi, 

pelatihan tingkat Kepala Departemen, pelatihan Direktur Nasional dan 

pelatihan tingkat Direktur Jenderal. Pemerintah Timor-Leste melalui 

Comiçᾶo da  Funçᾶo Pública (CFP) Perlu memberikan dukungan kebijakan, 

sumber daya, dan anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan 

pelatihan kepemimpinan secara berkelanjutan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian implementasi 

kebijakan pelatihan kepemimpinan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, mixed methods, atau model implementasi kebijakan lainnya 

sehingga dapat memperkaya kajian tentang pengembangan kompetensi 

aparatur sipil negara di Timor-Leste. 

Penelitian ini menganalisis bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas 

organisasi, sumber daya, dan dukungan lingkungan kebijakan. Oleh karena itu, 

INAP perlu menerapkan strategi implementasi yang lebih terintegrasi dan 

berkelanjutan. 
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